,«",t ~ . )A

4 -
4 )57
’up‘;‘n‘

BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/ Y58/1.02/HK/MSJ /2024

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN PENANGANAN
PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BUPATI MESUJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang
pelayanan perizinan dan non perizinan serta
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan investasi maka perlu adanya sistem
pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu;

b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan
kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di
Kabupaten Mesuji yang transparan, serta kepastian
penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non
perizinan secara cepat, tepat dan terukur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di
Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6850);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang Republik  Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar  Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);
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Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Opcrasional Prosedur
Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah
Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Bupati Mesuji Nomor 61 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan
Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan
Pelayanan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji (Berita Daerah
Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 61);

Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangbkat Daerah Kabupaten

Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022
Nomor 35).
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Menectapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan dan Penanganan Pengaduan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan rincian
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU merupakan pedoman dan/atau acuan bagi
seluruh aparatur dalam Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Mesuji Nomor : B/370/1.02/HK/MSJ/2021 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mesuji, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji

pada tanggal Ygr &Flf““b"f 2024
Pj. BUPATI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji;
2. Inspektur Kabupaten Mesuji;

3. Kepala Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Arsip.



